BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa
implemetasi pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana
dengan baik. Adanya pendidikan inklusif di sekolah umum menjadi awal bagi
siswa maupun masyarakat untuk menerima anak berkebutuhan khusus
sekaligus menghilangkan diskriminasi terhadap kaum difabel. Selain itu
Kabupaten Sidoarjo juga mendukung program pendidikan inklusif dengan
menyusun Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus
dan Pendidikan Layanan Khusus. Sekolah umum yang menerapkan
pendidikan inklusif sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan untuk
peserta didik berkebutuhan khusus dan memenuhi hak pendidikan yang sama
bagi siswa berkebutuhan khusus. Dibuktikan dengan perencanaan yang rapi
dan terstruktur. Dan didukung oleh SDM yang berkualitas.

Selain itu pelaksanaan pendidikan inklusif selama pandemi
berlangsung sudah cukup baik dengan memanfaat sumber daya yang ada yaitu
KBM secara virtual. GPK menjalankan perannya dengan baik, melakukan
monitoring dan selalu berkoordinasi dengan orang tua tentang perkembangan
ABK. Meskipun dalam beberapa kasus ABK tidak menghadiri maupun
mengerjakan tugas dalam jangka waktu tertentu namun GPK dapat mencari
solusi terkait permasalahan tersebut. Hal ini membuktikan kualitas sumber
daya manusia sudah cukup mumpuni dalam hal kualitas.

Namun ditemukan fakta lain terkait pendidikan inkusif yang mana ada
beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mana terkait sumber daya
manusia yaitu GPK dirasa masih kurang jumlahnya karena jumlah ABK
dengan jumlah GPK tidak sebanding. Sehingga pembagian waktu oleh GPK
dan ABK menjadi kurang maksimal saat pembelajaran. Hal ini terjadi karena
sulitnya mencari GPK yang memiliki kualifikasi yang linier PLB serta
berkualitas, karena jurusan PLB di kampus jumlahnya terbatas.

Terkait dengan sarana prasarana tidak semua sekolah menyediakan
fasilitas yang sama dan memadai seperti pengadaan toilet khusus bagi ABK,
lantai khusus tunanetra, pegangan tangan, alat latihan sensori visual, alat
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latihan sensori pengecapan bagi tunagrahita, alat orthotik dan prostatik bagi
tunadaksa. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah dan
untuk meminta dana kepada pemerintah daerah, sekolah tidak tahu apakah
tersedia dana untuk program pendidikan inklusi selain dana BOSDA karena
kurangnya sosialisasi terkait pendanaan pendidikan inklusif.

Selain itu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya berupa
workshop dan pelatihan saja, tidak ada dukungan fisik lainnya yang diberikan
seperti bantuan sarana prasarana atau penambahan jumlah GPK. Sedangkan
dari masyarakat tidak memberikan sumbangsih apapun dalam bentuk fisik
maupun pemikiran.

5.2 Saran

Sekolah menambah jumlah guru pendamping khusus mengingat
perbandingan jumlah guru pendamping khusus dengan anak berekubuthan
khusus tidak sebanding. Menambah sarana prasaran yang telah ditentukan oleh
peraturan Bupati Sidoarjo tentang pendidikan inklusif seperti menambah alat
bina diri, menambah insfrastruktur untuk semua jenis ketunaan. Sekolah
mengadakan kerjasama dengan pihak lain seperti pihak swasta untuk
mendapatkan sponsor sebagai langkah untuk menambah jumah anggaran.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih memperhatikan program
pendidikan inkusif terutama dalam hal sumber daya. Pendanaan dan
penyediaan sarana prasarana lebih ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan
pendidikan inklusif.
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